PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A
NOVCR 16 TAHUN 1959
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944
( STAATSBLAD 1944 NO. 17)

Presi den Republik | ndonesia,
Meni nbang:

a. bahwa untuk nendorong kegi atan usaha dan kenai kan produksi
perlu diturunkan tarif pajak pendapatan, yang diatur dalam
O donansi  Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17),
sebagai mana tel ah di ubah dan ditanbah, terakhir dengan Undang-
undang No. 21 tahun 1957 (Lenbaran-Negara 1957 No. 41), di
sanmpi ng nenperluas arti pendapatan dan nenberi kan Kketentuan
hukum yang waj ar kepada waji b paj ak nengenai ketetapan pajak

senent ar a;

b. bahwa karena keadaan yang nenaksa, hal-hal tersebut perlu
segera diatur dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang;

Mengi ngat

pasal 23 .ayat (2) wuncto pasal 22 ayat (1 Undang,- undang
Dasar ; -

Mengi ngat pul a :

per ti nbangan- perti nbangan dan saran-saran dari Panitia
Perubahan Sistim Pajak yang disusun kenbali dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia No. 91 tahun 1958 (Berita-Negara
tahun 1958 No. 41 ),

Mendengar
Menteri Keuangan,

Menut uskan:
Menet apkat an

Per at uran Peneri ntah pengganti Undang-undang tentang per ubahan
dan tanbahan O donansi Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No.
17) .

Pasal 1.

O donansi  Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17),
sebagai mana telah diubah dan ditanbah, terakhir dengan Undang-
undang No. 21 tahun 1957 (Lenbaran-Negara 1957 No. 41), diubah dan
di t anbah seterusnya sebagai berikut :

l. Pasal 1 diubah dan di baca sel uruhnya sebagai beri kut



(1)

(2)

Pasal

(1)

(2)

"Pasal 1.

Dengan nama "Paj ak Pendapatan” dipungut suatu paj ak atas
pendapat an, pajak mana di kenakan pada orang-orang yang
bertenpat tinggal di |ndonesia.

Apakah orang bertenpat tinggal di Indonesia ditentukan
menur ut keadaan".

2 diubah dan di baca sel uruhnya sebagai beri kut
"Pasal 2.

Paj ak pendapatan di kenakan juga pada orang-orang- Yyang

ti dak bertenpat-tinggal di |Indonesia, yang :

a. nmenperoleh hasil dari barang tak bergerak yang
terletak di Indonesia atau hak yang, terikat pada
barang tak bergerak itu;

b. nmenpunyai hak atas hasil dari piutang yang pokoknya
dijamn ol eh hipotek atas barang tak bergerak yang
terletak di Indonesia atau hak yang terikat pada
barang tak bergerak itu;

C. nmel akukan sendiri pekerjaan (termasuk pekerjaan
dal am hubungan perburuhan) atau perusahaan di
I ndonesia atau nel akukannya oleh wakil at au
kuasanya:

d. dengan cara lain dari pada yang di maksud pada hur uf

c akan tetap tidak berdasarkan suatu perjanjian
kerja yang Dberjalan nenarik keuntungan dari
pekerj aan (termasuk pekerj aan dal am hubungan
per buruhan) atau perusahaan yang dilakukan di
I ndonesi a, kecuali jika keuntungan itu dikenakan
at au akan di kenakan paj ak perseroan;

e. menpunyai hak atas gaji, gaji cuti, wuang tunggu,
sokongan, pensiun dan lain-lain upah yang terikat
pada nel akukannya sesuatu jabatan atau pekerjaan
dan di bebankan pada keuangan unum | ndonesia, dan
atas pensiun yang di bebankan pada perusahaan yang
di | akukan di | ndonesi a.

(la.) Untuk nelaksanakan ordonansi ini termasuk pula

dal am keuangan wumum |ndonesia; keuangan daerah
swatantra dan dana pensiun, dana pensiun janda dan
anak yatim piatu, vyang diadakan untuk pegawai
negeri dan pegawai daerah swatantra, begitu pula
subsidi yang diberikan wuntuk tenaga guru pada
sekolah partikelir dan dibebankan pada anggaran
bel anj a | ndonesi a.

Ti dak di anggap sebagai nel akukan sesuatu pekerjaan atau

perusahaan di |ndonesia ol en nereka yang tidak bertenpat

tinggal di Indonesia ialah:

a. pengangkutan orang serta barang di atas air antara
pel abuhan yang terletak di |ndonesia dan pel abuhan
yang tidak terletak di |ndonesia dengan kapal - kapa
yang berlayar di bawah bendera negara asing dengan
syarat , bahwa di negara asing itu diberikan



Pasal

(1)

(2)

(3)

pengecual i an paj ak bertinbal -balik untuk keuntungan

yang diperoleh dalam lalulintas internasional
dengan kapal -kapal yang berlayar di bawah bendera
| ndonesi a;

b. pengangkutan orang serta barang nelal ui udar a

antara pelabuhan udara yang terletak di Indonesia
dengan pesawat - pesawat negara asing dengan syarat,
bahwa di negara asing, di nmana perusahaan yang
nmenggunakan al at - al at - pengangkut an itu
ber kedudukan, di beri kan pengecual i an paj ak
bertinbal -balik untuk keuntungan yang diperol eh
dalam lalu-lintas internasional dengan pesawat-
pesawat udara yang digunakan dalam perusahaan-
perusahaan yang ber kedudukan di | ndonesi a;

C. pekerjaan pegawai atas al at-alat pengangkutan yang
di Indonesia" dan pel abuhan yang tidak terletak di
| ndonesi a.

2a di ubah dan di baca sel uruhnya sebagai beri kut
"Pasal 2a.

Jika seorang waji b pajak persero atau | ebih atau anggota
perseroan firma atau perseroan konanditer, persekutuan
atau perkongsi an perkapal an yang berkedudukan baik di
I ndonesi a maupun di luar Indonesia, tidak dikenal ataupun
terhadap hak bagian |aba terdapat keragu-raguan, naka

per ser oan, persekutuan atau perkongsian perkapal an
di kenakan pajak sebagai ganti pesero atau anggota
t er sebut.

Apakah suatu perseroan, persekutuan atau perkongsian
per kapal an ber kedudukan di | ndonesia ditentukan nenurut
keadaan.

Sel ama suatu warisan belum terbagi, maka warisan itu
sebagai ganti nereka yang ber hak".

Sesudah pasal 2a disisipkan pasal -pasal baru yang berbunyi
sebagai beri kut .

(1)

(2)

(3)

"Pasal 2b.

Dengan pendapatan di maksud gunggungan juni ah uang
dan/atau nilai wuang yang selanma tahun takw m diperol eh
seseor ang sebagai hasil dari :

usaha dan kerj a;

barang tak bergerak;

har ga ber ger ak;

hak atas bayaran ber kal a.

Sebagai pendapatan dinaksud juga tanmbahan harta
yang ternyata dal am tahun takwim kecuali jika hal
sebal i knya di bukti kan ol eh wajib paj ak.

Ji ka kewajiban pajak nenurut pasal 8c ayat (1) dan
(2)hanya ada selana sebagian dari tahun takwim naka
bagi an ini nmengganti kan tahun takw m

Qoo



(1)

(2)

(3)

Bagi an tahun takwi mtersebut disebut "nmasa paj ak".
"Pasal 2c.

Hasi| wusaha dan tenaga terdiri dari hasil yang tidak
termasuk hasil termaksud pada pasal 2e, seperti
keuntungan, gaji, wupah, tantiem gratifikasi, hadiah,
uang jasa, honorarium wuang duduk, uang vakasi, uang
hadi r, perumahan dengan cuna-cunma, nakan dengan cuma-cuna
atau hasil lain yang dengan nama atau bentuk apapun
di peroleh dari perusahaan atau pekerjaan (ternmasuk
pekerjaan dal am hubungan perburuhan) dan dari segala
pekerjaan yang berdiri sendiri.

Dal am hasi | -hasi| tersebut termasuk juga

a. keuntungan vyang diperoleh dari pengoperan al at
perusahaan atau pekerjaan bebas yang nenur ut
tujuannya senula tidak dinmaksudkan untuk di-
oper kan;

b. bagi an keuntungan berupa dividen atau lain yang
di perol eh dari saham atau tanda | aba yang di mli ki
sebagai sara-sara dal am suatu perseroan

C. keuntungan yang diperoleh dari pengoperan saham
atau tanda laba yang dimliki sebagai sara-sara
dal am suat u per seroan

d. penggunaan sendiri hasi | dan atau persediaan
per usahaan.
a. Sebagai hasil perusahaan dianggap juga keuntungan

yang diperoleh dari pengoperan saham atau tanda
laba, dimliki tidak sebagai nodal perusahaan, dari
perseroan yang nodalnya wuntuk seluruhnya atau
sebagi an terbagi atas sahamsaham dan dal am
perseroan nmana yang nengoper  nenpunyai suatu
kepentingan. Menasukkan surat-surat effek dem kian
dal am nodal perusahaan di samakan dengan suatu
pengoperan; mnenarik surat- surat effek demkian
dari nodal perusahaan nerupakan suatu penbeli an.

b. Kepenti ngan termaksud dianggap ada, jika yang
mengoper, baik sendiri maupun bersama dengan
kel uarganya, dalam |im tahun terakhir untuk |ebih
dari satu perenpat bagian dari junl ah nodal nom na
yang telah disetor, |angsung maupun tidak |angsung
nmenj adi pemegang saham Dalam hal ini dianggap
semata-nmata sebagai kel uar ga; isteri, kel uar ga
sedarah dan senenda dalam garis lurus dan dal am
deraj at kedua dari garis sinpang"

"Pasal 2d.

Sebagai hasil barang tak bergerak dianggap senua keuntungan
yang diperol eh dari gedung, tanah, tanmbang dan perairan yang
ti dak di gunakan dalam perusahaan dan pekerjaan, seperti

sewa,

nilai sewa dari rumah dan turutannya yang di gunakan

sendiri, keuntungan yang diperoleh karena nengoperkan hak
nmenggunakan atau nenenpati atau nenyewa suatu barang tak



ber gerak, keuntungan yang diperoleh karena sesuatu hak
kebendaan vyang terikat pada suatu barang tak Dbergerak,
keuntungan vyang diperoleh karena penjualan atau penukaran
barang tak bergerak".

"Pasal 2e.

(1) Sebagai hasil harta bergerak dianggap semnmua keuntungan
yang di perol eh dari harta yang bukan nerupakan barang tak
bergerak dan dari harta yang tidak digunakan dal am
perusahaan atau pekerjaan sendiri seperti : bunga,
di vi den, sewa barang bergerak, keuntungan yang di perol eh
karena penj ual an atau penukaran barang ber ger ak.

(2) Penanbahan nilai nomnal dari saham atau obligasi dan
penberian saham atau obligasi baru, tanpa penegang saham
atau obligasi nenyetor sesuatu dianggap sebagai hasil
harta berger ak.

(3) Penbayaran kenbali jum ah yang dulu disetor atas saham
dalam hal ada keuntungan, dianggap sebagai dividen,
kecuali jika nodal dari perseroan yang nenbayar kenbali
itu, sebelumya tel ah di perkecil sesuai dengan penbayaran
kenbal i itu".

"Pasal 2f.

Hasi| hak atas bayaran berkala terdiri dari gaji cuti, gaji
nonaktif, uang tunggu, tunjangan, pensiun, bunga seunur hidup,
tanti ene, begitu pula penberian yang terutang untuk
penghi dupan, perumahan atau untuk hal lain dan unumya senua
bayaran dan penberian yang terutang dan tidak ternasuk hasi
hubungan per buruhan dan yang berakhir pada neninggal nya yang
ber hak atas bayaran atau penberian itu atau pada neninggal nya
orang | ain".

Pasal 3 di ubah dan ditanbah sebagai berikut

ke-1 Anak bagi an huruf | di baca sebagai berikut :

"hasi| yang masuk dal am arti-kata upah dal am O donansi Paj ak

Upah, termasuk juga pengganti uang, |ain daripada yang berupa

uang atau barang yang dapat di perdagangkan, yang diperoleh

karena nel akukan kerja, sepanjang hasil upah itu tidak

di kecual i kan dari pajak upah dengan pengertian pula, bahwa

pengecualian itu tidak berlaku, jika pendapatan bersih

termasuk hasil-hasil ini berjumah delapanbelas ribu rupiah

atau | ebi h".

ke-2 Sesudah anak bagian huruf n disisipkan anak-anak bagi an

sebagai beri kut

"0. keuntungan vyang di perol eh karena penjualan atau
penukaran barang tak bergerak, sepanjang barang tak
bergerak tersebut berasal dari warisan atau hibah atau
ji ka penjualan maupun penukaran dilakukan dal am waktu
[ ebih dari dua puluh enpat bulan setelah diperolehnya
barang tak bergerak yang bersangkut an;

p. keuntungan yang di perol eh karena penjualan atau



VITI.

(1)

(2)

(3)

(1)

penukaran harta bergerak sepanjang harta bergerak
tersebut berasal dari warisan atau hibah atau jika
penj ual an maupun penukaran dil akukan dal am waktu | ebih
dari dua puluh enpat bulan setelah diperolehnya harta
bergerak yang bersangkutan atau jika harga jual atau
nilai uang harta yang di maksud itu tidak mnel ebihi juniah
['ima puluh ribu rupiah".

Pasal 4 di hapuskan.
Pasal 5 di ubah sebagai beri kut

ke- 1Per mul aan kalimat ayat (1) yang berbunyi "Hetgeen als
opbrengst van kapitaal en arbeid wordt genoten, wordt ter
berekening van haar zuiver bedrag verm nderd net" : dibaca
sebagai beri kut
"Hasi| sesuatu sunber pendapatan untuk nenghitung jum ah
ber si hnya, di kurangi dengan”
ke- 2Kat a- kata " sebagai hasi | nodal kerja" pada
permul aan kalimat ayat (2) diganti dengan Kkata-kata
"sebagai hasil sunber pendapatan yang ber sangkutan".

Pasal 5a di ubah dan di baca sel uruhnya sebagai beri kut
"Pasal b5a.

Jika untuk sesuatu tahun takwi m dal am nel akukan peraturan-
peraturan tentang penetapan pendapatan bersih didapat suatu
kerugi an, maka kerugi an ini di kurangkan dari pendapatan bersih
nmengenai penetapan dua tahun takwi m beri kut nya, dinmulai dengan
tahun pertanma dari tahun-tahun tersebut.

Dal am kerugi an di maksud pada ayat (1) tidak termasuk kerugi an
yang diderita karena penjualan atau penukaran barang tak
bergerak dan barang bergerak, termaksud pada pasal 2d dan
pasal Z2e.

Kerugian karena penjualan atau penukaran barang-barang
termaksud pada ayat (2) hanya dapat dikurangkan dal am tahun
takwim kerugian tersebut diderita, dari keuntungan yang
di perol en dengan penjualan atau penukaran barang- barang
sej eni s | ai nnya".

Pada pasal 7 kata-kata : "lima ribu rupiah" diganti dengan
kat a-kata : "del apan bel as ribu rupiah".

Pasal 8 di baca sebagai beri kut

" Pasal 8.
Paj ak yang terutang ditetapkan nmenurut tarif A dan B sebaga
?g::?uk bagi waj i b paj ak di maksud pada pasal 7

[Catatan Penyunting: D dalam dokunmen ini terdapat fornmat
ganbar. Untuk dapat nenanpil kan format ganbar tersebut,



(2)

(3)
(4)

Xl .

X,

(1)

(2)

t ekanl ah TAB dan kenudi an tekan ENTER]

Mengenai wajib pajak yang bertenpat tinggal di |ndonesia, naka
sebel um nel akukan tarif B pendapatan bersihnya dikurangkan
dengan enam ratus rupi ah untuk masing-masing dirinya sendiri
isteri (isteri-isteri) sah dan tiap orang kel uarga sedarah dan
kel uarga senmenda dalam garis lurus dari wajib pajak, yang
nmenj adi tanggungan sepenuhnya, begitu pula untuk tiap orang
anak angkat .

Pengur angan di maksud pada ayat (2) diberikan untuk sebanyak-
banyaknya duabel as orang.

@Quna nel akukan tarif A dan B nmaka dasar perhitungan pendapat an
dal am Straits-dollar dari wajib pajak yang bertenpat tingga
di daerah kepul auan R au, setiap tahun ditetapkan ol eh Menteri
Keuangan".

Pasal 8a di hapuskan.
Pasal 8b di ubah dan di baca sel uruhnya sebagai beri kut
"Pasal 8b.

Pada penetapan pajak, bagian-bagian pendapatan tersebut di

bawah ini ditetapkan tersendiri dan tidak dikenakan menur ut

pasal 8, akan tetapi nenurut ayat (2) :

ke-1 keuntungan yang diperoleh dengan atau pada pengoperan
atau penbubaran suatu perusahaan atau bagi annya,;

ke- 2 keuntungan yang diperoleh dengan atau pada pengoperan
sel uruhnya benda-benda yang digunakan untuk nel akukan
pekerjaan bebas, begitu pula pada penghentian atau
pengoper an sel uruhnya atau sebagi an pekerjaan bebas,

ke-3 bayaran karena penbubaran perseroan, yang nodal nya
sel uruhnya atau sebagian di bagi atas saham saham
sepanj ang bayaran itu mnel ebi hi nodal yang tel ah di setor

ke- 4 keuntungan yang diperol eh karena pengoperan saham atau
tanda | aba di maksud pada pasal 2c ayat (3);

ke-5 uang tebus, ganti rugi dan bantuan yang di berikan :

a. unt uk nmengganti upah yang tidak diperol eh atau akan
ti dak diperoleh, bayaran berkala yang telah atau
bel um berjal an dan hasil -hasil |ainnya;

b. karena penghentian atau tidak nelakukan pekerjaan
dal am arti seluas-luasnya, begitu pula karena

nel epaskan harapan atas hak bagi dalam suatu
perusahaan atau pekerjaan bebas; satu dan lain
sepanj ang uang tebus, ganti rugi dan bantuan itu

tidak diberikan berupa suatu hak atas hasi
berkal a yang tergantung atau tidak tergantung pada
hi dup seseorang, seperti bunga seunur hidup dan

bagi an keunt ungan.
Tarif pajak untuk bagi an pendapatan bersih yang ditetapkan
tersendiri itu ialah dua puluh persen dari pendapatan bersih
tersebut, kecuali jika nenurut pasal 8 pajaknya akan |ebih
rendah" .



X,

XIV.

Pasal 8c di ubah sebagai beri kut

ke-1 Sesudah ayat (2) disisipkan suatu ayat baru, yang
ber bunyi sebagai berikut :
"(2a) Kewajiban pajak warisan yang Dbelum terbagi
termaksud pada pasal 2a (3) dinmulai pada saat terjadinya
warisan belum terbagi itu dan berakhir pada saat
penbagi an warisan tel ah sel esai".

ke-2 Pada ayat (2) dua kali kata-kata : "artikel 2 lid (2)..
di ganti dengan "pasal 2 ayat (1)".

ke-3 Pada ayat (4) kata-kata : "atau pasal 8a" dan "dan 8a"
di hapuskan.

ke-4 Pada ayat (5) kata-kata : "en 8a" di hapuskan

Pasal 8d di baca sebagai beri kut:
"Pasal 8d.

Paj ak yang dengan nenperhati kan pasal 8c ditentukan mnenur ut
tarif B dari pasal 8, jika pajak itu dihitung nenurut
pendapat an bersih setahun sebesar del apanbelas ribu rupiah
atau | ebih, dikurangkan dengan pajak upah yang di pungut atas
pendapatan itu atau atas bagi an-bagi annya. Jika jum ah pajak
upah tersebut Ilebih besar dari pada pajak itu, rmaka
kel ebi hannya di kenbal i kan. Penmungutan rmaupun pengenbal i an
termaksud tidak dilakukan, jika pajak itu tidak berbeda |ebih
dari sepul uh persen dari paj ak upah yang di pungut".

Pasal 10 di ubah sebagai beri kut

ke-1 Ayat (3) di baca sebagai berikut :
"(3) Dari panitia termaksud pada ayat (2) anggotanya,
tenpat kedudukannya dan w | ayahnya ditunjuk ol eh kepala
penerintahan daerah. Menteri Keuangan nengatur soa
penyusunan dan cara bekerja panitia itu, begitu pula
soal upah para anggot anya".

ke-2 Ayat (4) di baca sebagai beri kut
"(4) Untuk nel aksanakan ketentuan dalam ayat (3), pasa
14c ayat (2) dan-ayat (4) dan pasal 15 ayat (2b), naka
yang di maksudkan dengan kepal a penerintahan daerah i al ah
pej abat - pej abat panongpraja, yang untuk itu ditunjuk
ol eh Menteri Dal am Negeri dan & onom Daerah".

Pasal 12 di ubah dan di baca sel uruhnya sebagai beri kut
"Pasal 12.

(1) Ketetapan pajak ditetapkan secepat nungkin sesudah akhir
tahun takwi m at au nmasa paj ak.

(2) Sanbil nenunggu ketetapan paj ak nmaka ol eh pejabat yang
di bebani ket etapan paj ak dapat di kenakan ketetapan paj ak
senmentara  nmenur ut perkiraan yang berdasar dengan
nmengi ngat pendapat an yang di kenakan pajak untuk tahun
yang | al u.



XVI .

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

Pasal

(1)

(2)

XV,

Ket etapan pajak senmentara hanya dapat dilakukan satu
kali dan di kenakan dal am tahun takw m yang bersangkut an,

kecuali jika terdapat alasan-alasan untuk menyinpang
dari ketentuan tersebut dan dengan persetujuan wajib
paj ak.

Ket etapan pajak senentara dipandang sebagai ketetapan
paj ak dalam arti kata Odonansi, kecuali terhadap

ket ent uan pada pasal - pasal 13, 14, 14d dan 17 ayat (1).
Jika setelah dua tahun terhitung senenjak akhir tahun
dalam mana ket et apan paj ak senmentara  di kenakan
ket etapan pajak belum juga ditetapkan, mnmaka ketetapan
paj ak senmentara itu dianggap sebagai ketetapan pajak
dal am Or donansi .
Dari ketetapan pajak termaksud pada ayat (1) sebagian
yang besarnya sama dengan Kketetapan pajak senentara
tidak ditagih.
Ji ka ketetapan pajak ternmaksud pada ayat (1) Ilebih
rendah dari pada ketetapan pajak senentara, maka
ket etapan pajak itu seluruhnya tidak ditagih dan
ket et apan paj ak senentara di kurangi dengan bedanya.
Jum ah pengurangan nenurut ayat (7) dibagi rata menurut
jum ah angsuran ket etapan pajak yang bel um di | unasi .
Ji ka besarnya ketetapan pajak termaksud pada ayat (1)
sama dengan atau lebih rendah dari ketetapan pajak
senentara, nmaka tentang hal itu oleh pejabat yang
di bebani ketetapan pajak diberikan suatu berita kepada
waj i b paj ak yang nmenuat tanggal penberian tersebut.
Menyi npang dari ketentuan pada ayat (1) dan (2), naka
ket et apan pajak yang di kenakan dengan mel akukan
ketentuan dalam pasal 7 ditetapkan secepat nungkin
sesudah awal tahun takw ni.

13 di baca sebagai beri kut
"Pasal 13.

Wajib pajak yang berkeberatan terhadap ketetapan pajak
yang di kenakan padanya, dalam waktu tiga bul an sesudah
penberian surat Kketetapan pajak atau penberitahuan
termaksud pada pasal 12 ayat (7) atau dal am waktu tiga
bul an sesudah dua tahun termaksud pada pasal 1 2 ayat
(5), dapat nemasukkan surat keberatan pada pejabat yang
nmenet apkan ket et apan paj ak itu.

Kewaj i ban nenbayar ketetapan pajak tidak ditunda ol eh
pemasukan surat keberatan".

Pasal 14c diubah sebagai beri kut

ke-1 Ayat (2) di baca sebagai berikut :

"(2) Wajib pajak yang berkeberatan terhadap Kketetapan
paj ak yang di kenakan padanya nenurut pasal 7, dalam
waktu tiga bulan sesudah tanggal penberian surat
ket et apan paj ak, dapat nenmasukkan surat keberatan kepada
kepal a peneri ntahan daerah".



ke-2 Ayat (4) di baca sebagai beri kut

"(4) Atas surat keberatan dianmbil suatu keputusan ol eh
kepal a penerintahan daerah, setelah tentang itu diterinma
nasehat dari panitia yang nenetapkan Kketetapan pajak
yang ber sangkut an”.

XI' X. Pasal 15 di ubah sebagai beri kut

XXI.

ke-1 Ayat (2) di baca sebagai berikut:
"(2) Kohir yang nenuat Kketetapan pajak yang ditetapkan
ol eh Kepala Inspeksi Keuangan, ditetapkan oleh Kepala
Inspeksi itu; kohir yang nenuat Kketetapan pajak yang
ditetapkan oleh panitia termaksud pada pasal 10 ayat
(2), ditetapkan ol eh ketua panitia itu".

ke-2 Ayat (2a) di baca sebagai beri kut
"(2a) Kepala |nspeksi Keuangan dan Kketua panitia
mengurus pemungutan pajak yang terutang nenurut Kkohir
yang ditetapkan oleh nereka, juga pelaksanaan yang
seksanma dari apa yang ditentukan pada ayat-ayat
(3),(4), (5) dan (6)". _

ke-3 Ayat (2b) di baca sebagai beri kut:
"(2b) A eh kepal a perneri nt ahan daer ah di adakan
per aturan-peraturan tentang penungutan pajak yang
terutang nenurut kohir yang ditetapkan oleh ketua
panitia".

Pasal 17 di ubah sebagai beri kut

ke-1 Ayat (1) ditanbah dengan kal i mat baru yang berbunyi :
"Hari kel i mabel as itu di t ent ukan sebagai hari
penbayar an”.
ke-2 Ayat (4) dijadi kan ayat (5).
ke-3 Ayat (4) baru berbunyi sebagai beri kut
"(4) Jika penanggung pajak lalai dalam nenbayar
pajak yang terutang sebelum atau pada hari
penbayaran, nmaka ia dikenakan denda sebesar |inma
persen dari bagi an yang tidak terbayar.
Denda tersebut tidak terutang untuk pajak yang di-
hitung nenurut tarif A atau pajak yang terutang
ber dasar kan pendapat an yang di kenakan paj ak sebesar
kurang dari del apanbel as ribu rupiah".

ke-4 Kata-kata dalam ayat (5) ke-4 yang berbunyi : "het
tweede lid van artikel 2" diganti dengan : "pasal 2 ayat
("

Pada pasal 17a ditanbah ayat (8) baru sebagai berikut :

"(8) Sesuai dengan peraturan-peraturan yang di kel uarkan ol eh
Menteri Keuangan, naka para penerbit dapat di bebani kewajiban
unt uk nel akukan potongan paj ak yang terutang atas honorari um
para pengar ang dan nmenyetor jum ah potongan itu di Kas Negar a.
Ayat-ayat (2), (3), (4) dan (5) berlaku sesuai untuk itu"



Pasal 2.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mulai berl aku
pada hari diundangkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap
pengenaan paj ak pendapat an tahun takw m 1960.

Agar supaya setiap orang nengetahuinya, nmener i nt ahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbaran Negara Republ i k | ndonesi a.

D t et apkan di Bogor
pada tanggal 26 Septenber 1959.

Presi den Republ ik I ndonesi a,
ttd.
SCEKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Septenber 1959.
Menteri Mida Kehaki man,

ttd.
SAHARDI O

PENJELASAN
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
No. 16 TAHUN 1959
t ent ang
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944
( STAATSBLAD 1944 No. 17).

UMUM

Pokok yang tersinpul dal am Peraturan Peneritah Pengganti
Undang-undang ini ialah penurunan tarip paj ak pendapat an,
perl uasan arti pendapatan dan penbatasan ketetapan paj ak
sement ar a.
l. Mengenai tarip paj ak pendapatan di adakan dua perubahan,
%ai}ukpenurunan tari p dan penyederhanaan jenis-jenis tarip yang
er| aku:
A Penurunan tarip di mmksudkan sebagai pendorong kegi at an usaha
dan kenai kan produksi. Bila tarip paj ak pendapat an
di turunkan, maka sisa pendapatan setiap orang setel ah
di kurangi paj ak, akan nai k. Kenai kan si sa pendapat an
sehi ngga nel ebi hi jum ah yang di but uhkan, dapat
nmengaki bat kan pengur angan usaha yang sudah ber| ebi han.
Mengi ngat pendapatan rata-rata seorang setahun yang masih
sangat rendah jauh dari apa yang di butuhkan, naka kenai kan
si sa pendapat an tidak akan nencapai jum ah yang di but hkan,
sehi ngga aki bat pengurangan usaha tidak akan terjadi.
Sebal i knya, kenai kan si sa pendapat an akan neni nbul kan
kei ngi nan unt uk nenper besar pendapat an dengan nenper gi at



usaha, yang akan beraki bat kenai kan produksi. Mbdal yang
akan di perlukan untuk itu telah tersedi a dengan adanya
kenai kan si sa pendapatan tersebut.

Penurunan tarip ini neliputi hanpir senua tingkat
pendapat an. Yang tidak diturunkan taripnya ial ah pendapatan
yang kurang dari Rp. 5.000,-, karena taripnya sebesar 3%
mer upakan suatu m ni num dan pendapatan diatas Rp. 29 juta
yang taripnya hanpir nendekati tarip marginal yang tertingg
sebesar 75%

B. Penyeder hanaan jenis-jenis tarip higgga nenjadi satu tarip
A, satu tarip B dan satu tarip |ikw dasi di pandang perlu
karena sanpai kini berlaku tidak kurang dari 9 jenis tarip.
Tarip-tarip khusus untuk pendapat an- pendapat an kurang dari
Rp. 5.000,- yang tidak termasuk ketetapan kecil, ditiadakan
dan di ganti dengan tarip B biasa yang sekarang di nul ai dari
Rp. O, -.

Tarip-tarip khusus untuk Ri au juga ditiadakan dan diganti
dengan tarip A dan B biasa. Tekanan paj ak yang berl ai nan
untuk daerah Ri au ini dapat dicapai dengan penetapan dasar
per hi tungan pendapat an dal am Straits-dollar oleh Menteri
Keuangan setiap tahun.

Pengenaan tarip |ikw dasi yang dul u dilaukan hanya atas
perm ntaan waj i b- paj ak, sekarang di ubah dan dil aukan tanpa
perm ntaan. Taripnya yang dulu antara 20 - 40% sekarang
di j adi kan 20%

C. Tarlp B baru nmenmpunyai sifat-sifat sebagai berikut :
Jum ah gol ongan pendapat an dijadi kan 21, yang terendah
di mul ai dengan Rp.0,- dan yang tertinggi diatas Rp. 1,8
j ut a.

2. Ti ap-tiap gol ongan pendapat an di kenakan paj ak pokok
tertentu. Pendapatan yang nel ebi hi batas terendah dari
masi ng- masi ng gol ongan, di kenakan paj ak margi nal untuk
tiap Rp. 100, - penuh.

3. Paj ak margi nal di mul ai dengan 3% nai k dengan | anbat -
| aun hi ngga nencapai paj ak margi nal tertinggi sebesar
75%

4. Pot ongan kel uarga di perluas, baik wajib-pajak sendiri

maupun isterinya, sekarang termasuk dal am potongan
kel uarga. Maxi num jum ah pot ongan kel uarga nenjadi 12
orang. Jum ah rupi ah yang di kurangkan tidak | agi
degressif, tetapi nenjadi Rp. 600, - seorang.

5. Peni nggi an pendapatan bersi h waji b-pajak yang tidak
kawi n dengan |ima perseratus ditiadakan.

Tarip A nenjadi 11 kel as. Yang terendah sebesar Rp. 20, -
di sesuai kan dengan ongkos rata-rata dari satu surat ketetapan
paj ak. Kenudi an nai k hi ngga yang tertinggi berjum ah Rp. 830, -.
Bat as ket etapan kecil dinai kkan nmenjadi Rp. 18.000, -, di masuk-
unt uk untuk nengurangi pekerjaan peranpungan dal am ket et apan
besar .

I1. Penurunan tarip sebagai diurai kan di atas nmenbuka suatu



kesenpat an yang bai k untuk nenperluas arti pendapatan. Kebutuhan
unt uk nenperluas arti pendapatan ini sudah | ama dirasakan.

Sebagi an dari perluasan ini nengenai ketentuan-ketentuan
menur ut yurisprodensi, yang untuk nenghil angkan keragu-raguan
di msukkan di dal am Undang- undang.

Penegasan yang penting ial ah nengenai bagi an- bagi an
pendapat an yang termasuk hasil perusahaan dan pekerjaan bebas.
terutama yang di perol eh dari segal a pekerjaan yang berdiri
sendiri, keuntungan-keuntungan selain dari yang | azi mdi perol eh
dan keuntungan pengoperan sah dil uar perusahaan sendiri dengan
suat u kepentingan tertentu. Perluasan yang sungguh baru, nengena
keunt ungan karena penjual an atau penukaran barang dil uar
per usahaan.

Dal am hubungan i ni, susunan pasal - pasal nengenai arti
pendapat an di kenbal i kan kepada susunan seperti dal am peraturan
paj ak pendapat an 1932.

Mengenai orang di kenakan paj ak pendapat an, di buka | agi
kemungki nan seperti dal am paj ak pendapatan 1932 unt uk
menggant i nya dengan perseroan atau badan lain atau warisan, bila
orang itu tidak di kenal atau terhadap haknya terdapat keragu-
raguan.

I'1l. Penbat asan ketetapan paj ak senentara di maksudkan
sebagai penberian ketentuan hukum yang waj ar kepada waj i b- paj ak.
Kekuasaan yang ada pada Kepal a | nspeksi Keuangan nengenai
ket et apan paj ak senmentara adal ah terlalu |uas dan perlu dibatasi.

Penbat asan- penbat asan yang di maksud adal ah nengenai 3 hal:

1. Per ki raan untuk ketetapan pajak senentara harus berdasar
dengan nengi ngat pendapat an yang di kenakan paj ak untuk tahun
yang | al u.

2. Ket et apan paj ak senentara hanya dapat dil akukan dal am takw m

yang ber sangkut an, kecuali jika terdapat al asan-al asan |ain
dan dengan persetujuan waji b-paj ak.

3. Ket et apan paj ak senentara di anggap sebagai ketetapan paj ak
dal am arti kata ordonansi, jika dua tahun sesudah akhir
t ahun, dal am mana ket et apan paj ak senentara di kenakan, bel um
di adakan ket etapan paj ak ranmpung.

I'V. Agar supaya penagi han paj ak pendapat an dapat berj al an
| ebi h I ancar, nmaka ditentukan pula 2 hal tanbahan nengena

penagi han, yaitu :

1. Denda sebesar 5% dari bagi an yang tidak terbayar, bila
penanggung paj ak | al ai dal am nel unasi paj ak yang terutang
sebel um at au pada hari penbayaran. Denda senmacamin
bukanl ah suatu hal baru, akan tetapi selain terdapat dal am
paj ak pendapat an 1932 juga dal am beberapa peraturan paj ak
| ai nnya.

2. Perl uasan orang-orang atau badan-badan yang dapat di beban
kewaj i ban unt uk nel akukan pot ongan paj ak dan penyetorannya
di Kas Negara. Disanping majikan untuk pajak buruhnya, dapat
pul a ditunjuk penerbit untuk paj ak pengarang-pengarang.

V. Akhi rnya ditentukan pul a beberapa perubahankeci
sebagai aki bat dari penyesuai an beberapa pasal atau ayatnya



dengan perubahan- perubahan tersebut diatas, dan sebagai aki bat
dari peraturan baru tentang penerintahan daerah.

PASAL DEM PASAL.
Pasal 1

l. Suat u perbedaan materiil antara peraturan yang | ama dan
yang baru tidak ada.

Ayat (1) hanpir sama bunyi nya dengan yang | ama, hanya
beberapa istilah diubah dan di sesuai kan dengan istilah-istilah
yang ditentukan ol eh Panitya Penterjemahan.

Kal i mat seperti yang terdapat dal am ayat (2) sama bunyi nya
dengan apa yang dahul u di cantunkan dal am pasal 2 ayat (4).

Per ubahan penenpatan ini dianggap |ebih sistimtis.

Il. Pasal 2 ayat (1) yang baru ini menunjuk orang-orang
yang bertenpat tinggal diluar |Indonesia sebagai wajib-pajak jika
nmer eka nmenper ol eh pendapat an yang berasal dari sunber-sunber yang
di nyat akan dal am hur uf - huruf a sanpai dengan e.

Ji ka kita bandi ngkan dengan peraturan yang dahul u akan
t erdapat | ah perbedaan yang nenyangkut pul a bidang materiil nya.

Ter hadap huruf-huruf a dan b tidak terdapat perbedaan dengan
peraturan | ama. Pada huruf c terdapat pengluasan yaitu penegasan
bahwa pekerjaan maupun perusahaan tidakl ah usah dil akukan ol eh
yang ber kepenti ngan sendiri, nelainkan cukupl ah sudah jika hal
itu dil akukan ol eh wakil atau kuasanya. Agar supaya dapat
menanpung macam nmacam bent uk usaha maupun pekerjaan satu dan |ain
dengan bertujuan untuk dapat nenghi ndarkan pengenaan paj ak secara
yuridis, maka hal ini dicegah dengan di nuatnya peraturan baru
seperti yang ternyata dal am huruf d. Untuk nenjaga jangan sanpa

t erdapat pengenaaan paj ak dua kali atas satu obyek, maka

di t ent ukan juga bahwa pengenaan atas suatu keuntungan tidak

di l akukan jika terhadap keuntungan tersebut akan atau tel ah

di per hati kan dal am pengenaan paj ak perseroan.

Juga apa yang tertera pada huruf e terdapat pengl uasan dal am
arti bahwa juga hak atas pensiun yang di bebankan pada perusahaan
yang di |l akukan di | ndonesi a di kenakan paj ak. Ini dianggap |ebih
adi | karena penapatan tersebut diperoleh dari sunber yang
terdapat di | Ndonesia. Dalam hal ini tidaklah terdapat suatu
perusahan azas pungut an, hanya azas sunber dil akukan secara | ebih
konsekwen.

Dal am nengenakan paj ak terhadap para waji b-pajak |uar negeri
i ni tidak diperhatikan | amanya waktu pendapat an- pendapat an
t ersebut di perol eh. Penbatasan sel ama 3 bul an seperti yang dahulu
ber| aku dengan dem ki an diti adakan.

Pasal 2 ayat (1a): Tidak nerupakan soal baru, dipergunakan
di sini kata-kata "swatantra" untuk dapat nenyesuai kan dengan
keadaan.

Pasal 2 ayat (2) Seluruhnya sama dengan pasal 2 ayat 2a | ama
satu dan | ain dengan nenperhati kan istilah-istilah yang
di put uskan ol eh Panitya Penterjemh.

I1l. Pasal 2a sebenarnya nerupakan penyi npanagan dari pada



azas pungut an paj ak pendapatan yaitu bahwa paj ak hanya di kenakan
pada orang-orang yang berdar ah-dagi ng.

Peraturan baru ini menmungki nkan bahwa pun badan-badan dal am
hal tersebut dapat pul a nerupakan subyek pemaj akan, satu dan lain
unt uk tidak nenghanbat pengenaan pajak jika tinbul kejadian-
kej adi an seperti yang di maksud itu (ayat 1).

Seperti hal nya dengan nenentukan tenpat tinggal orang, juga
penent uan tenpat kedudukan badan-badan yang di maksud itu
di t ent ukan nenurut keadaan (ayat 2).

Dengan al asan yang sama dengan apa yang di nyat akan di at as
maka ayat 3 nenpergunakan fiksi di mana ditentukan bahwa wari san
yang bel um terbagi dapat pul a nmerupakan subyek pemaj akan.

I'V. Pasal -pasal 2b s/d 2f. Pasal -pasal ini adal ah ganti
dari pada apa yang di nyat akan dal am pasal 2 ayat ( 1) lama, yaitu
yang merumnuskan arti pendapat an.

Arti ini yang dapat dikatakan pokok bagi seluruh O donansi
dal am peraturan | ama hanya tertulis dengan satu kalimt, sehingga
kadang- kadang nenyukar kan pel aksanaannya. O eh karena di anggap
kurang | uas, dem ki an pul a kurang dapat nenyesuai kan dengan
keadaan sekarang, nmaka arti pendapatan dal am peraturan baru i ni
di rumuskan secara | ebih |uas dan | ebih tegas, satu dan lain
dengan nenper hati kan per kenbangan yuri sprudensi. Hal ini terdapat
dal am apa yang di nyat akan dal am pasal - pasal 2b sanpai dengan 2f.

Wal aupun secara sepintas-I|alu perubahan i ni nmeni nbul kan
kesan akan adanya perubahan yang sangat besar, tetapi dili hat
dari sudut materiil tidak dem ki anl ah hal nya.

Dal am pel aksanaan arti pendapatan seperti yang tertera dal am
peraturan yang | ama, dianbil ketentuan-ketentuan seperti yang
t erdapat dal am "1 nkonst enbel asting 1932", dan peraturan baru ini
dapat di kat akan sama dengan apa yang tercantum dal am
"I nkonst enbel asti ng 1932", hanya terdapat di sana-sini penegasan
dan pengl usan seperti yang ternyata dal am;

a. pasal 2b ayat (2) dal am prakteknya hal ini telah
di | aksanakan, tetapi untuk nmenberi ketentuan hukum kiranya
perlu pul a ditegaskan.

b. pasal 2c ayat (2) huruf-huruf b, ¢ dan d: apa yang
di nyat akan dal am hur uf - huruf tersebutpun tidak nerupakan ha
yang baru, nel ai nkan hanya suatu penegasan, karena dal am
pel aksanaannya hal ini telah dil akukan.

C. pasal 2c ayat (3) huruf-huruf a dan b: peraturan ini adal ah
suatu pengl usan agar dapat nengenakan paj ak sebagai mana
mestinya dengan tiada terdapat keragu-raguan.

Ti dak jarang terjadi bahwa orang nendapat keuntungan dengan

ti ada usah nenbayar paj ak atas keuntungan yang di perol eh

itu.

Ji ka seorang pem |ik effec nmerealisir saham saham at au

t anda-tanda | aba dari suatu P.T. yang tiada pernah

menbagi kan di vi den nmaka dapat terjadi dua kenungki nan yaitu:
| .e. jika saham saham maupun tanda-tanda | aba itu termasuk noda

perusahaan, nmaka keuntungan yang di perol eh dari penjual an

i tu dengan sendirinya nerupakan bagi an dari pada | abanya

yang di kenakan paj ak.

2.e. tetapi jika surat-surat berharga tersebut tidak nmerupakan



bagi an dari nodal perusahaan, nmaka beda antra harga perol eh-
dan dan harga penjual an nmenurut peraturan-peraturan yang ada
dapat | epas dari pengenaan pajak, satu dan lain jika
menenuhi syarat seperti yang di maksud pada pasal 3 huruf p
yang baru.

Hal ini di pandang kurang tepat jika pem|iknya nenpunyai
j uga kepentingan dal am perseroan yang bersangkutan, dan
ber hubungan dengan itu ditetapkanl ah bahwa keunt ungan-

keunt ungan yang di perol eh dari transaksi-transaksi seperti
yang di maksud itu sel alu di anggap sebagai keuntungan
perusahaan dan tidak dapat di anggap sebagai hasil dari harta
ber gerak. Penerintah berpendapat bahwa dal am hal terdapatnya
kepeni ngan, maka terdapat pul a adanya hubungan i stinmewa.
ﬁpa ¥agg di mmksud dengan "kepentingan" ditegaskan dal am

uru :

Pasal 2d.

Juga apa yang di nyat akan dal am pasal ini bukan nerupakan
soal yang baru, karena apa yang tertera di dal aimmya adal ah hasi |
dari barang tak bergerak yang kita kenal juga dal am peraturan
yang | ama. Hanya terdapat suatu pengel uaran yaitu bahwa dal am
peraturan ini keuntungan yang di perol eh karena penjual an at au
penukaran barang tak bergerak di anggap sebagai hasil barang tak
bergerak itu.

Dal am peraturan yang | ama hal ini tidak di kenakan paj ak
karena di anggap sebagai suatu realisasi kekayaan

Peneri nt ah menganggap perlu untuk neni nggal kan pendiri an
yang |l ama itu, sehingga dapat pul a nengenakan pajak atas
keunt ungan yang sebenarnya di dasarkan atas spekul asi dan dengan
dem ki an pengel akan pengenaaan paj ak secara yuridi s dapat
di hi ndar kan.

Pasal 2c.

Sebagi an besar dari apa yang di nyat akan dal am pasal ini
bukannya nerupakan hal yang baru dan seperti hal nya dengan pasal
2d, maka di sini pun hanya terdapat, pengl uasan yang nenyat akan
bahwa keuntungan yang di perol eh karena penjual an atau penukar an
barang bererak nerupakan juga obyek pemaj akan.

Ayat -ayat (2) dan (3) dari pasal ini hanya nerupakan
penegasan karena hasil seperti yang di maksud dal am ayat - ayat
tersebut sejak dahul u memang nerupakan pendapatan dalam arti kata
Or donansi .

Pasal 2f.

Ti dak merupakan soal baru, nel ainkan suatu penegasan, satu
dan | ai n untuk nenghi ndar kan ker agu-raguan.

V. Pasal 3.
ke-1: j 1 ka peraturan ini dibandi ngkan dengan peraturan yang
| ama maka hanya terdapat satu perubahan materiil, yaitu
j 1 ka dahulu jum ah yang di bebaskan itu terbatas sanpai



kurang dari lima ribu rupiah, maka peraturan baru ini
nmenbat asi jum ah tersebut sanpai del apanbel as ri bu
rupi ah, satu dan | ain untuk nenyesuai kan dengan
ber| akunya tarip baru, bai k untuk paj ak pendapat an,
maupun untuk paj ak upah.
Per ubahan- per ubahan yang | ai n hanya berki sar pada
istilah-istilah yang di anggap | ebi h sesuai .

ke- 2: Seperti telah diurai kan dal am penj el asan nengenai
pasal - pasal 2d dan 2e, nmeka tujuan utama Penerintah
adal ah nengenakan paj ak atas keuntungankeunt ungan yang
di perol eh karena spekul asi .
Ber hubung dengan itu, dianggap perlu untuk nengadakan
peraturan seperti yang tertera dal am huruf-huruf c dan
p sehingga tidak senmua keuntungan seperti yang di maksud
I tu di kenakan paj ak, yaitu jika penjual an maupun
penukaran dari barang-barang, baik yang berupa barang
tak bergerak maupun yang berupa harta berger ak,
di | akukan dengan tiada terdapat faktor spekul asi.
Faktor ini dianggap tidak ada jika barang-barang yang
di maksud itu berasal dari warisan maupun hi bah ataupun
penj ual an/ penukar an di | akukan dal am waktu dua pul uh
enpat bul an. Kej adi an-kej adi an i ni di anggap sebagai
benar - benar nel akukan suatu realisasi kekayaan dan ha
ini memang tidak senestinya untuk di kenakan paj ak.
Ter hadap penj ual an/ penukaran harta bergerak terdapat
pengl usan, yaitu bahwa pengenaan paj ak dil epaskan jika
harga dijual atau nilai harta dari barang yang
bersangkutan itu tidak nmel ebihi jum ah Iima puluh ribu
rupi ah, dengan sama sekali tidak nmenperhati kan asal dan
wakt u di perol ehnya barang tersebut.

VI. Pasal 4: Tidak perlu ada | agi karena sudah di nyatakan
dal am pasal 2d.

VII. Pasal 5: ke-1 dan ke-2: Perubahan-perubahan ini perlu
unt uk dapat nenyesuai kan dengan peraturan baru tentang arti
pendapat an

VI11. Pasal 5a: Konpensasi vertikal tetap di nungki nkan dal am
wakt u dua tahun

Penbat asan hanya berl aku unt uk bagi an pendapatan negati f
yang di sebabkan karena penjual an atau penukaran barang tak
ber gerak dan bergerak di mana pel akuan konpensasi vertikal tidak
di mungki nkan, sedang konpensasi hori sontal nya hanya mungki n
di | akukan dengan pendapatan positif yang di perol eh dengan
penj ual an at au penukar an bar ang- barang sejeni s | ai nnya.

Penbat asan tersebut perlu di adakan karena sukarnya nel akukan
kontrol e terhadap hasil| penjual an/ penukaran yang di maksud itu.

| X. Pasal 7: Perubahan dari lima ribu nmenjadi del apan
belas ribu ini seperti telah dinyatakan dal am penjel asan unmum
di mmksdkan unt uk nmengurangi pekerjaan peranpungan dal am ket et apan
besar .



X. Pasal 8: Periksa penjelasan umum

XlI. Psal 8a: Pasal ini yang mengatur tarip khusus dar
para waj i b-paj ak | uar negeri yang nenperol eh pendapatan yang
di bebankan pada keuangan unmum tidak |agi diperl ukan.

Bagi nereka berlaku juga tarip B seperti yang di maksud pada
pasal 8.

XI'l. Pasak 8b: Perubahan-perubahan yang prinsipiil dalam ha
nmel akukan tarip istinmewa ini adal ah bahwa pel aksanaan ti dak | agi
di | akukan atas perm ntaan waji b-pajak tetapi sifatnya sekarang
adal ah inmperatif. Kecuali itu seperti telah dinyatakan dal am
penj el asan unum sekarang hanya di kenal satu tarip yaitu sejun ah
20%

Sel anj ut nya bertalian dengan pengl usan akan arti pendapatan
di mana dit et apkan juga bahwa keuntungan yang di perol eh karena
penger peran saham atau tanda | aba [pasal 2c ayat (3)] juga
di anggap sebagai penetapan, maka Penerintah berpendpat |ebih
bi j aksana ji ka atas bagi an pendapatan itu di kenakan tarip
proporsionil ini.

Berl ai nan pul a dengan peraturan yang | ama naka syarat tiga
tahun seperti ternmaksud pada pasal 8b ke-4, yang dahul upun
di ti adakan, dan cara nenghitungnya tarip di sederhanakan.

X, Pasal 8c: Cukup jel as.
XI'V. Pasal 8d: Cukup jelas.

XV. Pasal 10: Perubahan-perubahan perlu didakan bertalian
dengan bent uk ket at a- negaraan bar u.

XVI. Pasal 12: Jika di bandi ngkan dengan peraturan | ama, maka
peraturan baru ini seperti telah dinyatakan dal am penj el asan unmum
di at as nenberi kan ket entuan hukum yang waj ar bagi para waji b-
paj ak.

XVI | . Pasal 13: Ketentuan yang nengatur jangka waktu dal am
mana waj i b- paj ak dapat nengaj ukan surat keberatan atas ketetapan
paj ak yang di kenakan padanya perlu di perluas, satu dan lain
ber hubung dengan apa yang ditentukan dal am pasal 12 ayat (5).

XVII1. Pasal 1l4c: Cukup j el as,

Xl X. Pasal 15: Cukup jelas.

XX.  Pasal 17: Cukup dijel askan dal am penj el asan unum

XXl . Pasal 17a: Cukup jelas.
Ter masuk Lenbar an-Negara No. 109 tahun 1959.
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